Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Open

Pembukaan rahasia bank dalam tahap penyidikan tindak pidana
pencucian uang

Muchlis Kusetianto, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=123628& |okasi=lokal

Dalam pembentukan sebuah negara, diperlukan tiga unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan.
Selain ketiga unsur tersebut, sebagai tambahan diperlukan pula adanya pengakuan dari negaralain.
Indonesia telah memperoleh seluruh unsur tersebut bertahun-tahun yang lalu. Ketika suatu negara telah
terbentuk, maka yang perlu dilakukan adalah menjalankan pemerintahan yang telah dibentuk untuk
mempertahankan wilayah negara tersebut dan menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah harus
menyejahterakan rakyatnya dari segala segi kehidupan, terutama dari segi penghidupan yang layak, segi
pendidikan, segi kesehatan, dan segi keamanan. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sistem
perekonomian yang sesuai agar dapat membangun perekonomian negara yang kuat. Tentu sgja untuk
membangun perekonomian negara yang kuat bukan hal yang mudah, diperlukan kerjasama dari seluruh
sektor negara. Salah satu bagian yang dapat mendukung perekonomian negara adalah sektor perbankan.
Perkembangan sektor perbankan di Indonesia telah semakin meningkat, terutama sgjak berlakunya Undang-
Undang Perbankan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)
beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Dengan adanya instrumen hukum yang mengatur secara spesifik
mengenai bidang perbankan, diharapkan dapat memperlancar perkembangan perekonomian dan mendukung
peningkatan pel aksanaan pembangunan. K etentuan rahasia bank adalah suatu ketentuan yang bersifat
universal dan berlaku di dalam praktek dunia perbankan di seluruh negara. Hal ini tentu tidak terlepas dari
telah diakuinya manfaat dan kebaikan dari pengaturan yang sedemikian bagi perlindungan kepentingan
publik dan upaya memacu perkembangan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia nasabah yang berada di bank, maka ketentuan rahasia bank
diatur dalam undangundang perbankan yang saat ini telah diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan. Akan tetapi, pengaturan mengenai rahasia bank pada UU Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan masih memiliki beberapa kelemahan. Dalam undangundang telah diatur secara limitatif
suatu mekanisme untuk membuka rahasia bank.Pengecualian rahasia bank hanya diperbolehkan untuk 7
(tujuh) kondisi, meliputi kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), kepentingan
peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi
antar bank, atas permintaan nasabah penyimpan, dan atas permintaan ahli waris apabila nasabah penyimpan
telah meninggal dunia.

...... In forming [of] a country, needed three fundamental elementary bodies, that is people, region, and
government. Besides the three of elementary body referred [as], in addition needed also existence of
confession from other country. Indonesia already getting the all elementary bodies are referred [as] for years
ago. When a country has been formed, then that must conducted is run government that has been formed to
maintain state region is referred [as] and to prosperous its people. Government must prosperous its people
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from all life facet, especially from competent subsistence facet, education facet, health facet, and security
facet. To realize that all needed appropriate economics system to devel ops strong state economics. Of course
to develop strong state economics not a simple one, needed cooperation from all state sectors. One part of
the that can support state economics is banking sector.

Growth of banking sector in Indonesia has growing mounted, especially since go into effect code/law about
banking in Indonesiathat is Code/Law Number 10 year 1998 about change to the Code/Law Number 7 year
1992 about the banking (Code/Law Number 10 year 1998 about the banking) and its executor regulations.
With existence of law instrument that arrange specifically hit banking area, expected can fluent economics
growth and support improvement of development execution. Bank secrecy Ruleisauniversally rule and go
into effect in banking world in the nation. This condition of course not got out of already the benefit and
kindliness from arrangement that so for public interest protection and effort race economic development on
along term.

In effort realize secret guaranteed client that reside in bank, then bank secrecy ruleis arranged in banking
[code/law] that at this time has been innovated with Code/Law Number 10 year 1998 about the banking.
However, arrangement hits bank secrecy at Code/Law Number 10 year 1998 about the banking still have
some weaknesses. In [code/law] has been arranged in limitatif a mechanism to open bank secrecy. Bank
secrecy Exemption only admissible for 7 (seven) condition, cover taxation importance, solution of bank
receivable that delivered to Badan Urusan Piutang and Lelang Negara or Panitia Urusan Piutang Negara
(BUPLN/PUPN), jurisdiction importance in criminal, civil dispute between its bank and client, information
exchange between bank, by request of depositor client, and by request of heir if depositor client has passed

away.



